



Lela Nurlela : Kebijakan-kebijakan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) 
yang Kontroversial Tahun 1999-2000. 
 
Presiden K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah seseorang yang 
memiliki pemikiran yang segar bahkan dianggap sebagai sosok yang kontroversial. 
Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kebijakan yang ia keluarkan mendapat 
banyak sorotan dan pro-kontra dari beberapa kalangan. Kebijakan yang dianggap 
kontroverisal itu diantaranya ada tiga, yaitu; kebijakan penandatanganan nota 
kesepahaman (JoU) Republik Indoesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 
kebebasan beragama bagi etnis China dan pembubaran Departemen Penerangan. 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 
berikut: pertama, bagaimanakah biografi Presiden K. H. Abdurrahman Wahid   
(Gus Dur), dan bagaimanakah kebijakan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid    
(Gus Dur) yang kontroversial tahun 1999-2000. 
Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian 
dimasa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini 
dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan 
historiografi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, kebijakan 
pembubaran Departemen Penerangan, disambut hangat oleh kalangan insan pers, 
karena dengan adanya kebijakan ini pers merasa tidak terkekang, tetapi di sisi lain 
ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan ini dikarenakan merasa 
dirugikan, Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (JoU) diterima dengan baik 
oleh berbagai kalangan karena dengan jalan inilah konflik Aceh dapat diselesaikan 
meskipun ada beberapa kalangan yang menyayangkan proses perundingan tersebut 
karena melibatkan Menlu. Ketiga, adanya kebebasan beragama bagi Etnis China 
sangat disambut baik oleh kalangan China sendiri, namun ada beberapa kalangan 
yang merasa keberatan dengan kebijakan ini karena dikhawatirkan akan 
memojokan budaya lokal.  
Adanya ketiga kebijakan yang disebutkan di atas sangatlah berdampak hasilnya 
hingga sekarang, walaupun pada saat itu ada pro dan kontra. Kebijakan pembubaran 
Departemen Penerangan menjadi solusi dari kebebasan pers yang sesungguhnya, 
karena takkan ada lagi pembatasan dari Pemerintah Pusat. Penandatanganan Nota 
Kesepahaman (JoU) Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh 
Merdeka (GAM), menjadi solusi awal dari penyelesaian konflik Aceh yang 
berkepanjangan sehingga mencegah korban berjatuhan lebih banyak lagi. Terakhir, 
kebijakan mengenai kebebasan beragama bagi Etnis China, sangatlah bermanfaat 
bagi bangsa Indonesia, karena hal inilah budaya Indonesia semakin kaya dan 
beragam. 
 
